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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan daerah diselenggarakan sesuai dengan yang
diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan S f
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelénggaraan ‘
otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta
masyarakat, serta peningkatan daya saing dacrah déngan memperhatikan
prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimc“;aan dan kekhususan suatu
daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan
pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna, diperlukan Pegawai
Negeri Sipil yang. profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui
pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem
karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja (Pasal 12 UU No. 43
Tahun 1999).

Pasal 3 Undang-undang Nomor 43 tahun 1999, menycbutkan tentang
pegawai negeri sipil, sebagai berikut :

(1). Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara
yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
secara profcsmnal _|u_1ur adil, dan merata dalam penyelenggaraan
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(2) Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan
dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat.

(3) Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2), Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota
dan/atau pengurus partai politik.

Untuk menjamin  kelancaran penyelenggaraan  kebijaksanaan
mangjemen Pegawai Negeri Sipil, dibentuk Badan Kepegawaian, yang
menyelenggarakan manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mencakup
perencanaan, pengembangan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil dan
administrasi kepegawaian, pengawasan dan pengendalian, penyelenggaraan
dan pemeliharaan informasi kepegawaian, mendukung perumusan
kebijaksanaan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, serta memberikan
bimbingan teknis kepada unit organisasi yang menangani kepegawaiari pada
instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pasal 34 UU No. 43 Tahun
1999). -

Pengertian manejemen pegawai negeri sipil disebutkan dalam Pasal 1

an-gka 8 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, sebagai berikut:

“Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya-upaya
untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme
penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang
meliputi  perencanaan, pengadaan, pengembangan  kualitas,
penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian”

Tujuan manejaman pegawai negeri sipil, sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 43 Tahuz 1999, yaitu :

1. Manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara
berdayaguna dan berhasilguna.

2. Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan
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Pegawaj Negeri Sipil Yang Profesiona], bertanggung Jjawab, Jujur,
dan adjj melalyi pPembinaan Yang dilaksanakaq berdasarkap
sistem prestagi ketja dap sistem karjer yang dititikberatkan, pada
sistem prestasi kerja, ‘

Pokok, Fungsi, Urajan Tugas dan Tat, Kerja Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Grobogan,

membanty bupati dajam melaksanakan administrag; kepegawaian,

Dalam rangk, mendukung  keberhasijan Pembangunan d; bidang
mz.majemeu kepegawaiaﬁ Kabupaten Grobogan, BKD Grobogan telah
ment;tapkan visi, yaity : Mewujudkan Aparatur Pemerintah Kabupaten




Mengatur performa dan prestasi pada semua tingkatan dan
menciptakan lingkungan kerja profesional yang memberikan jalan
bagi pemenuhan diri serta pengembangan karier aparatur
pemerintah daerah.

Mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian.
Menjadikan organisasi yang visioner, inovatif, dan kreatif dengan
arah pada perbaikan berkelanjutan.

BKD sebagai lembaga yang masih baru di daerah yang terbentuk sejak

tahun 2002, memiliki beban kerja yang berat. Hal ini dapat dilihat dari fungsi

yang dimiliki lembaga tersebut. Surat Keputusan Bupati Grobogan Nomor 9

Tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Grobogan menyebutkan bahwa

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Grobogan menyelenggarakan funési :

1.

wi

7.
8.

9.

Perumusan kebijakan teknis di. bidang administrasi kepegawaian
sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan

" berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penetapan kegiatan di bidang administrasi kepegawaian.’ :
Pengorganisasian pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian
bimbingan, pembinaan, ‘pengawasan dan cvaluasn di bidang
kepegawaian.

Pengkoordinasian pemberian rekomendasi dan pelayanan umum
di bidang administrasi kepegawaian. :
Pengarahan  pelaksanaan  inventarisasi, pendataan dan
pemutakhiran data.

Penyelenggaraan pembenan informasi di bidang administrasi
kepegawaian.

Pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah dan swasta.
Pengendalian  pelaksanaan - urusan  ketatausahaan  dan
kerumahtanggaan badan,

Pembinaan terhadap UPT dan camat dalam melaksanakan tugas

yang dilimpahkan sesuai dengan lingkup tugasnya.

10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati.

Menurut Martoyo  pengembangan sumberdaya manusia jangka

panjang adalah aspek yang semakin penting dalam organisasi. Melalui
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mengurangi ketergantungan organisasi untuk menarik anggota baru atau
pegawai baru.'

Upaya meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pegawai
diharapkan dapat meningkatkan kinerja sesuai dengan bidang tugas pokok
dan fungsinya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 Undang-undang
Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yaitu :

“Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya

diadakan pengaturan -dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk meningkatkan
pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan, dan keterampilan
diadakannya pendidikan dan pelatihan.

Menurut Handoko diklat pegawai diharapkan dapat mengurangi
kesenjangan antara tuntutan tugas dan kemampuan pegawai yang
bersangkutan. ada beberapa pihak yang menilai bahwa kebijakan
pengembangan sumber daya pegawai negeri sipil masih diliputi dengan

kepentingan-kepentingan diluar cfisiensi dan efektifitas birol_‘:rasi.'2

Mézsalah sumber daya manusia pegawai negeri sipilAdapat ditinjau dari
dua aspek, yaitu kuantitas dan kualitas. Kuantitas menyangkut jumlah pegawai
negeri sipil, yang kadang dipandang kurang penting kontribusinya, dibanding ‘
kualitas. Karena kuantitas tanpa disertai kualitas hanya akan menjadi beban
dalam pembiayaan._ Sedangkan kualitas menyangkut mutu yang dapat be;'upa
kemampuan fisik mavpun kemampuan non fisik. Oleh karena itu, unfuk

keperluan akselerasi transformasi birokrasi diperlukan peningkatan kualitas

| Martoyo, Susilo 2000, Manajemen Sumberdaya Manusia, Y ogyakarta : BPFE., him 68

2 Handoko, T. Hani, (1985), Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, Yogyakarta,
Liberty. him 28




pegawai negeri sipil baik dari aspek fisik (kuvalitas fisik) maupun aspek non
fisik (kualitas non ﬁéik). Untuk meningkatkan kualitas fisik dapat dilakukan
melalui program-program kesehatan dan gizi. Sedangkan untuk meningkatkan

kualitas non fisik, dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan.

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya
dalam meningkatkan kualitas pegawai negeri sipil melalui pendidikan dan
pelatihan, maka Pemerintah mengadakan pengaturan mengenai pendidikan
dan penyelenggaraan latihan jabatan pegawai negeri sipil. Aturan tersebut
terkemas dalam Undang-Undang No 43 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah
No 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil.
Menurut kedua aturan itu tujuan pendidikan dan pelatihan adalah untuk
meningkaﬂ-can pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan dan ketrampilan,
- ‘Sedat.lgkan latihan jabatan pegawai negeri sipil pada pokonya dibagi menjadi
2 (dua) yaitu latihan prajabatan (pre service training) dan latihan dalam
jabatan (in service training). Pre service traininé adalah suatu pelatihan yang
diberikan kepada calon pegawai negeri sipil, dengan tujuan agar ia dapat
terampil melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan in
service training adalah suatu pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan

mutu, keahlian, kemampuan dan ketrampilan.

Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tidak terpisahkan
dari komponen-komponen ; tujuan diadakannya pendidikan dan latihan,

kurikulum, metode dan sarana prasarana yang digunakan. Dengan kata lain,
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service fraining pada dasamya bertujuan untuk meningkatkan pengabdian,
mutu, keahlian, kemampuan dan ketrampilan secorang pegawai negeri si[:;il,
sehingga pada akhimya dapat menjadi pegawai negeri sipil yang hanya

bekerja untuk melayani masyarakat.

Pegawai Negeri Sipil baik atas permintaan sendiri maupun karena
kebutuhan organisasi dapat dilakukan mutasi. Pemindahan tersebut pada
umumnya dimaksudkan untuk menempatkan pegawai pada tempat yang
setepatnya dengan maksud agar pegawai yang bersangkutan memperolch
suasana baru dan kepuasan kerja setinggi mungkin dan dapat menunjukkan
prestasi yang lebih tinggi lagi .’

Permasalahan yang terjadi di BKD Kabupaten Grobogan adalah BKD
memiliki bebaﬂ kerja yang cukup besar dehgan mengelola administrasi
pegawai  negeri sipil- di Pemerintah Kabupaten Banyumas tetapi kurang
didukung oleh sumber daya manusia yang memadai sehingga perlu dilakukan
pengembangan pegawai. |

Kegiatan pengembangan bagi Pegawai Negeri Sipil di Badan
.Kepegawaiaﬁ Daerah perlu dilakukan supaya dapat mewujudkan
terselenggaranya pemerintahan di daerah yang efektif dan efisien. Menyadari
pentingnya kedudukan sumberdaya manusia dalam mewujudkan tercapainya

tujuan organisasi, maka perlu dilakukan penelitian tentang kegiatan program
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B. Perumusan Masalah
Berdasarkan pada uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian
dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana pelaksanaan program pengembangan pegawai di Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 20067.
2. Faktor apakah yang berpengaruh dalam proses pengembangan pegawai
di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 20067,

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengkaji dan mengetahui pelaksanaan program pengembangan
pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Grobogan Tahun |
2‘006? | | |
b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bacaan
perpustakaan di bidang ilmu sosial dan ilmu politik
2. Manfaat Penel.itian
a. Memberi penjelasan mengenai pelaksanaan program pengembangan
pegawai Badan Kepegawaiaxi Daerah ﬁbupahn Grobogan Tahun
2006 | '
b. Dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya bagi

jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
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c. Bagi penyusun dapat menambah wawasan serta pengetahuan

khususnya mengenai pemerintahan daerah

. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori merupakan bagian yang terdiri dari uraian
yang menjelaskan variable-variable dan hubungan-hubungan antar
variable berdasarkan konsep definisi tertentu. Dan didalam bagian ini
dikemukakan teori yang menjadi acuan bagi penelitian yang akan
dilakukan.,

Menurut Masri Singarimbun:

“Teori adalah serangkaian konsep, definisi, proposisi saling

keterkaitan, bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis, ini

dijabarkan dengan hubungan variable yang satu dengan yang lain
dengan tujuan untuk dapat menjelaskan fenomena tersebut.”
Menurut Koentjoroningrat:

“Teori adalah pernyataan mengenai adanya hubungan positif antara

gejala yang dltelm dengan satu atau beberapa faktor tertentu dalam

masyaraka 5

Dari uraian di atas maka dapat diambil pengertian bahwa teori
merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara
variable-variable yang diteliti dan pemecahan masalah secara teoritis.

Kerangka dasar teori akan memberikan landasan teoritis dalam
menganalisa data tentang pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006.

N Masn Singarimbun dan Sofyan Effendi, Metode Penelitian Survey, LP38, Cet. Ke-2, hal 37.
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1. Pemerintahan Daerah
a. Pengertian Pemerintah Daerah

Pengaturan tentang Pemerintahan Daerah diatur dajam Pasal
18 UUD 1945 Amandemen kedya, Pemerintah adalah institusi atay
lembaga yang melaksanakan kegiatan pemerintah dalam arti sempit
yaitu eksekutif dag administrasi negara, sedangkan pemerintah dalam
arti lvas meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif serta administrasi
Negara

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan
memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab
kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan,
pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan.
Penyelenggaraan otonomi daerah juga ditaksanakan dengan prinsip-
prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta
memperhatikan keanekaragaman daerah,

Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan sajah satu
prioritas utama yang harus dilaksanakan pemérintah Indonesia dalam
rangka merealisasikan agenda reformasi, agenda otonomi daerah dalam
arti  yang seluas-luasnya merupakan  keputusan politik  untuk
mengakomodir tuntytan daerah dan dinamika masyarakat yang semakin

kritis dan responsife untuk memaknaj pembangunan.®

Sudjalpul Rahmen, 2004, Pembangman dan Otonomi Daerah, Realisasi Program Gotong Royang,
Paticar Suwuh, Jakarta, Klim 150.
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2 Gie, Pertumbubay Daeran Pemerintahay Daerah o Negara Kesatugn Republir

Indortesia, Guiung Agung, Jakana tr. i, 4q
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Menupy; Daap Sugand, adalah
Urusanfuru yang tidayk i Pada dgepyp, dalam
rangka Pelaksanaap d Ntralisasi p, Wenangap
tanggungjawab daerah Sepenuhny, Dalam, hal
Sepenuhny, diserahkap ke daerah, aik g Menyangiys
Penentyap kebijﬂkSanaani. pel aupup 5egi-segi
Pembiy 2an, demikiay, Juga Perangka; daerah jp, Iry, yaity

* Daan Suganda 992, Sistem Pemeriruahan Republip Indonesiy Pemerin/ahan di Daerap,
Bandung, Sinar Bary, pip, 87,
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dalam daerah yang lebih kecil, dj daerah yang bersifat otonom atau
besifat administrasj Seémuanya menurut atyrap yang ditetapkan undang-
undang,

Pasal 20 ayat 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahyp 2004

menyatakan bahwa dajam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah

Pasal 20 ayat (3) menyatakan dalam menyelenggarakan
Pemerintahan daerah, Pemerintahan daerah menggunakan asas otonomj
dan tugas pembantuan, Yang dimaksud dengan asas otonomj dan tugas
pembantuan adalah bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan oleh
daerah dapat diselenggarakan  secara langsung oleh pemerintahan
daerah ity sendiri dap dapat pula penugasan oleh pemerintah provinsi ke
pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa atau Penugasan dari pemerintah

) kabupaten/kota ke desa.

- Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dilakukan derigan

asas desentralisasi, asag dekonsentrasi, dan asas tugas pambantuan,

1) Asas Desentralisasi |
Pelaksanaan Pemerintahan  semakin jelas  terlihat nuansa
desentralisasi, hal inj sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 UUD
1945, bahwa ;

(1) Negara Kesatuan Republik Iridonesia dibagi atas daerah-daerah
provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota,
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yang tiap-tiap provins; kabuaten dap kota ity ]

. » ka mempunyaj

) pemer!ntahan daerah, Yang diatur dalam undang-undang; P
(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dap kota

mengatur dan mengurus sendiri urusap pemerintahan menyyyt
4sas otonomi dap tugas pembantyay, '

(3) Pemerintahan daerah provins; daerah kab
°Tin| R upaten dan kotg
memiliki De.wan Perwakilan Rakyat Daerahpyang :l?ggo?a-
anggotanya dipilih melaly; pemilihan umym,
4) Gubetput:;thupar;ih dan Walikota masing-masing sebagai kepala
pemerin aeral provinsi, kabupaten d k ipilih sex
fomeriniah p I kota dipilih secary

(5) Pemer!'ntahan daerah menjalankan otonom;j seluas-luasnya,
kf:cuah urusan _Pemerintahan yang oleh undang-undang

(7) Susunan dan tats cara penyelenggaraan pemerintahan daerah
diatur dalam undang-undang.

Selanjutnya Pasal 184 Undang-Undang Dasar 1945‘menyatakan ’

. (1) Hubungan wewenang antara pemerintahan pusat dan
pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atay antara
provinsi kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang
dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman darah.

(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber
daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat
dan pemerintahan daerah diatur dan dilasanakan sccara adil dan
selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa :

(1) Negara mengakui dan menghormati  satuan-satuan

pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat
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(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang
masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yamg diatur dalam
undang-undang.

Berdasarkan bunyi Pasal 18 UUD 1945, bisa ditarik benang
merah bahwa ‘“Indonesia adalah negara kesatuan yang
didesentralisasikan"

Pertama, Desentralisasi perlu dilaksanakan karena
merupakan tuntunan yuridis dan sistematis dari demokrasi
Pancasila dan sistem politik Indonesia. Kedua, desentralisasi
merupakan kebutuhan bagi Orde Baru untuk melanjutkan
pembangunan nasional secara umum dan pembangunan jangka
panjang tahap kedua secara khusus. Ketiga, demokrasi kita tak
juga lepas dari isu yang sekarang menjadi frend didunia
internasional. Perihal demokrasi yang bagaimana yang paling
dibutuhkan dewasa ini, tentu saja yang dibicarakan bukan
masalah ideal namun technical.’

Berdasarka.m Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004, bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang
pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan  dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Urusan pemerintah yang telah diserahkan kepada daerah
dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya

menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya.

o o - I - mam  ma JR— p— rl o % . w1 p*
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Dalam hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada daerah baik
yang menyangkut penentuan kebijakan, perencanaan, dan

pelaksanaan.

2) Asas Dekonsentrasi
Kuntana Magnar menyatakan : "Dekonsentrasi ialah Penyerahan
sebagian dari kekuasaan pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat
yang ada di daerah dan pada hakikatnya alat Pemerintah Pusat ini
melakukan pemerintahan sentral di daerah-daerah"."
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor
32 Tahun 2004 dekonsentrasi adalah belimpgha_n wewenang  dari
pemerintah kepada Gubernur sebagal Wakil pemerintah dan atau kepada
instansi vertikal di wilayah tertentu
Penyerahan kekuasaan-kekuasaan pemeﬁqt;l; pusat pada alat-
alatnya di.-daerah dengan meningkatkan kemajuan masyarakat di daerah-
daerah dalam negara modem tidak akan memuaskan dengan tidak
mengikutsertakan tenaga-tenaga yang berada dalam masyarakat dalam
suatu daerah tertentu, yang mengetahui kepentingan-kepentingan dalam
daerah itu lebih baik dari tenaga-tenaga pejabat yang diangkat oleh |
pemerintah pusat. Oleh sebab itu di samping dekonsentrasi dilakukan pula

sistem desentralisasi yaitu pembagian kekuasaan pada badan-badan dan

1° Kuntana Magnar, 1984, Pokok-pokck Pemerintahan Daerah Otonom dan Wilayah Administratif,
Banduiig, Aimiéo, hlin. 14.
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golongan-golongan dalam masyarakat untuk mengatur rumah tangganya
sendiri.

Menurut batasan atau rumusan asas dekonsentrasi ini dapat ditinjau
dari beberapa segi, yaitu ditinjau dari segi pemberian wewenang, segi
pembentukan pemerintahan daerah administratif dan dari segi pembagian
wilayah negara. Ditinjau dari segi pemberian wewenang  asas
dekonsentrasi adalah asas yang dimaksud akan memberikan wewenang
dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau
perangkat pusat di daerah, untuk menyelenggarakan tugas-tugas ataul
wewenang pusat yang terdapat di daerah.

Apabila ditinjau dari segi pembentukan pemerintahan daerah
administratif, asas dekonsentrasi berarti asas yang membentuk
pemerintahan-pemerintahan- daerah administratif di dacrah untuk diberi
tugas atau wewenang menyeienggarakan urusan-urusan pemerintah pusat
yang terdapat di daerah administratif yang bersangkutan, ‘

Apabila ditinjau dari segi pembagian wilayah negara, asas
dekonsentrasi ialah asas yang akan membagi wilayah negara menjadi

daerah-daerah pemerintahan dacrah administratif.

3) Asas Tugas Pembantuan

Menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tugas pembantvan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan

atau desa dari pemerintah provinsi kepada Kabupaten/Kota dan atau desa



Karena hal ipy, akan memerlukan tenaga dap biaya yang sangat
besar jumlahnya. Hal inipun mengingat sifatnya, berbagaj urusan
sulit untyk dapat dilaksanakap dengan bajk tanpa ikut Sertanya pemerintap

2. Organisagj publik Secara resm; diadakan untuk  pelayapan
masyarakat,
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3. Organisasi publik tidak dimaksud kan untuk berkembang menjadi
besar sehingga merugikan organisasi publik lain

4. Kesehatan organisasi publik diukur melalui :
o Kontribusinya terhadap tujuan politik.
o Kemampuan mencapai hasil maksimum dengan sumber daya

yang tersedia.

5. Kualitas pelayanan masyarakat yang buruk akan memberi pengaruh

politik yang negatif / merugikan. !

Menurut Ryaas Rasyid, kemampuan pemerintah antara lain
terbentuk melalui penerapan azaz desentralisasi, yaitu adanya pelimpahan
wewenang dari tingkat atas organisasi kepada tingkat bawahnya secara
hierarkis. Melalui pelimpahan wewenang itulah pemerintah dari tingkat
bawah diberi kesempatan untuk mengambil inisiatif dan mengembangkan
kreativitas, mencari solusi terbaik atas setiap masalah yang dihadapi dalam
pelaksanaan tugas sehari-hari. 12

Standar pelayanan minimum adalah konsep yang baik untuk dibawa ke

konteks pembangunan berpola pelayanan publik. Dalam masyarakat,
terdapat tiga jenis tugas pokok yang diperlukan agar masyarakat hidup,
tumbuh, dan berkembang, yaitu :

1. Tugas pelayanan yaitu tugas memberikan pelayanan kepada umum
tanpa membeda-bedakan dan diberikan secara cuma-cuma atau
dengan biaya sedemikian rupa schingga kelompok paling tidak
mampu dan mampu menjangkaunya. Tugas ini diemban oleh negara
yang dilaksanakan oleh bidang eksekutif:

2. Tugas pembangunan, yaitu tugas untuk meningkatkan kesejahteraan
ekonomi dari masyarakat. Tugas ini fokus kepada upaya membangun
poroduktifitas dari masyarakat dan mengkreasikannilai ekonomi atas
produktivitas ekonomi tersebut. Tugas pembangunan menjadi misi
dari organisasi ekonomi atau lembaga bisnis.

3, Tugas pemberdayaaan, yaitu peran untuk membuat setiap warga
masyarakat mampu meningkatkan kualitas kemanusiaan dan

U pstar Kasim 1993, Pengukuran Efeltifitas dalam Organisasi, Lembaga Penerbit FEUI
bekapinsatna densat Pusat antar universitas Iimu-llmu Sosial Ul, _hlm go
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yang tersedia_

5. Kualitas pelayanan Inasyarakat yang by akan member; pengaruh
politik yang negatif/ merugikan, 1

_ s
beketjasama dehgat Pusat antas URIVErSIas Tty Soésial UL, higs 29
* Bambang Yudoyono. 2001. Otonom Daerah. Jakarta ; Pustagy Sinar Harapan.him, 20,
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3. Tugas pemberdayaaan, yaitu peran untuk membuat setiap warga
masyarakat mampu meningkatkan kualitas kemanusiaan dan
kemasyarakatan. Tugas ini adalah tugas yang non profit. Organisasi-
organisasi nirlaba adalah organisasi yang memiliki kompetensi
pokok (core competence) di bidang pemberdayaan.

2. Implementasi Kebijakan
a. Pengertian Implementasi

Menurut Nakamura dan Smallwood bahwa pertanyaan pokok
yang harus dijawab oleh studi implementasi adalah mengapa suatu
kebijakan atau program mengalami kegagalan.!* Sedangkan menurut
Mc Clintock keberl;asilan implementasi belum menjadi laha:ri studi
karena jumlahnya relatif terbatas, baik untuk negara berkembang
maupun negara-negara kapitalis maju. Kedua pendapat itu
menunjukkan bahwa studi implementasi sebenarnya lebih difokuskan
pada pencarian akar masalah mengapa éebuah kebijakan gagal atau
tidak efektif diimplementasikan.'’

Implementasi merupakan tahapan yang menghubung_léan antara
rencana dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain,
implementasi merupakan proses penerjemahan pemya.taan kebijakan

(policy statement) ke dalam aksi kebijakan (policy action). Sedangkan

13 Riant Nugroho, D. 2003. Reinventing Pembangunan. Jakarta : Gramedia. hlm: 271-272.

M Sabatier, Paul A., and Daniel Mazimaian, 1986, Top Down aid Buttoiti Up Appioaches 1o
Implementation Research In Journal of Public Policy, 1986. p 29. .

13 Goggln Malcolm L et al., 1991, Implementation Theouf and Practice : Toward a Third

o g w o ow,.1 ™Y wye 93 ww f.. . _a"_ Fo L D D I L 1 N I
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Ripley'® mengartikan implementasi sebagai proses yang terjadi setelah
sebuah produk hukum dikelvarkan yang memberikan otorisasi terhadap
suatu kebijakan, program atau oufput tertentu, Dengan demikian
implementasi merujuk pada serangkaian aktivitas yang dijalankan oleh
pemerintah yang mengikuti arahan tertentu tentang tujuan dan hasil
yang diharapkan. Implementasi meliputi tindakan-tindakan (dan non-
tindakan) oleh berbagai aktor, terutama birokrasi, yang sengaja didesain
untuk menghasilkan efek tertentu demi tercapainya suatu tujuan

Goggin dengan menggunakan pendekatan komunikasi, melihat
implementasi sebagai suatu proses, serangkaian keputusan dan tindakan
negara yang diarahkan untuk menjalankan suatu mandat yang telah
ditetapkan. Implementasi sering disejajarkan dengén ketaatan
(compliance) negara, atau suatu pemenuhan tuntutan prosedur hukum
sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Implisit dalam pernyataan
tersebut adalah tidak adanya modifikasi atau perubahan terhadap suatu
keputusan kebijakan yang jus.tru bertentangan dengan maksud para
pembuat kebijakan.'”

Grindle menyatakan bahwa implementasi merupakan upaya
menerjemahkan kebijakan publik yang merupakan pernyataan luas
tentang maksud, tujuan dan cafa mencapai tujuan ke dalam berbagai
program aksi untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan

dalam suatu kabijakan, Dengan demikiar, implementasi berhubungan

1 Ripley, Randall B., 1985, Political Analysis in Political Sciences, Chicago : Nelson Hill Inc, p

30

17 Goggin, op.cit, . 34.
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dengan penciptaan “policydelivery system” yang menghubungkan
tujuan kabijakan dengan output atau outcomes tertentu.'®

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka implementasi
pertama, merupakan proses perakitan berbagai elemen yang dibutuhkan
untuk menghasilkan oufcome programatik tertentu. Kedua, proses
melakukan se¢jumlah permainan yang saling berhubungan, dengan mana
elemen-elemen tertentu dari suatu program dipertahankan atau

disalurkan kepada proses formuiasi suatu program.

b. Kompleksitas Proses Implementasi

" Proses implementasi biasanya terdiri atas serangkaian aktivitas
penting'. yang sangat komplt?ks. Pertama, implementasi berkaitan
dengan -akumulasi dan akuisisi sumberdaya yang dibutuhkan untuk
menggeiakkan suatu program. Sumberdaya tersebut meliputi personil,
perle;lgkapan, material dan uang atau anggaran. Kedua, interpretasi dan
perenca_.naan. Lembaga yang dipercayakan untuk mengimplementasikan
suatu kebijakan harus terlebih dahulu menerjemahkan kebijakan ke
dalam arahan-arahan, peraturan serta desain dan rencana program yang
riil. Ketiga, organisasi kegiatan. Lembaga pelaksana yang diberi
otoritas sebagai implementor kebijakan harus mengatur perencanaan
dan aktivitasnya dengan membentuk unit-unit pelaksana serta rincian

kegiatan rutin sesuai dengan beban Kerjanya. Keempal, penentuan
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sasaran kebijakan, yaitu siapa-siapa yang akan mendapatkan
keuntungan atau pelayanan dari kebijakan tersebut dan siapa saja yang
tidak termasuk dalam lingkup target kebijakan.
c. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan
Fﬁktor—faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan implementasi
kebijakan menurut Soenarko adalah :'°

1. Persetujuan, dukungan dan kepercayaan rakyat karena ketiga hal ini
dapat menimbulkan partisipasi masyarakat yang benar-benar
diperlukan untuk pelaksanaan kebijaksanaan.

2. Isi dan tujuan kebijaksanaan haruslah dimengerti secara jelas oleh
pelaksana kebijaksanaan sehingga interpretasi dan persepsinya tepat,
seperti yang dikehendaki oleh pembentuk kebijaksanaan.

3. Pelaksana harulah mempunyai cukup informasi, terutama mengenai

_ kondisi dan kesadaran masyarakat yang dikenai kebijaksanaan itu.

4. Pembaglan pekeqaan yang efektif dalam  pelaksanaan,
pengorganisasian dan koordinasi yang baik serta pengawasan yang
efektif:

5. Pembagian kekuasaan dan wewenang (desentralitation) yang rasional.

" dalam pelaksanaan kebijaksanaan.

6. Pemberian tugas-tugas dan kewa_]lban-kewmlban yang memadai dalam
pelaksanaan kebijaksanaan.

" Hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan apa yang dikemilkakan Edward.
dan Sharkansky :

The First requirement for effective implementation is that those
responsible for carrying out a decision must know what they are
supposed to do”. (Syarat pertama untuk pelaksanan kebijakan yang
efektif adalah mercka yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan
keputusan-keputusan itu mengetahui betul apa yang harus mercka
lakukan seperti yang halnya dlharapkan oleh pembentuk kebijaksanaan
untuk kepentingan masyarakat). °

Jelas sekali bahwa banyak pihak yang terlibat dalam proses

implementasi kebijakan negara. Semua kebijakan negara, apapun

-—- & P — —~ Yy a T o
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bentuknyafjenisnya, dimaksudkan untuk mempengaruhi dan mengontrol
perbuatan manusia sesuai dengan aturan-aturan dan tujuan-tujuan yang telah
ditetapkan oleh pemerintah atau negara. Implementasi merupakan suatu
proses mengubah rencana atau program menjadi tindakan, serta menentukan
bagaimana melakukannya.
Menurut Edward III ada empat faktor atau variabel yang berpengaruh
terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat

variabel tadi meliputi communication, resource, dispotition and
bureaucratis structure’'.

1} Komunikasi
Setiap kebijakan publik harus mempunyai standar dan tujuan yang
jelas, agar bisa . dilaksanakan 'dengan efektif. Dalam implementasi
menurut Edward II (1980 : 10), komunikasi mempunyi peranan penting
tidak hanya bagi para implementator, tapi juga bagi para “pelicy maker”
karena bagaimanapun juga dalam implementasi yang efektif, komunikasi
harus jelas dan tegas, untuk menghindari kebingungan diantara para
. pelaksana sebagai akibat adanya kelonggaran dalam menafsirkan
kebijakan-kebijakan terscbut, Ketetapan dan keakuratan informasi
kebijakan menjadi tujuan yang sebenamya ingin dicapai dari satu
implementasi kebijakan, sehingga hasilnya sesuai dangan yang
diharapkan.
Selain itu komunikasi dua arah sangat penting antara para pembuat

kebijakan dengan peiaksana kebijakan. Dengan demikian prospek

. ———

2 Egwards I, G.C., 1980, I/mplementing Public Policy, New York, Whasington DC,
Congtessional Quattely, Itc.p. 10-11
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implementasi yang efektif sangat ditentukan oleh kejelasan dengan mana
standar dan tujuan ditetapkan dan dikomunikasikan dengan pelaksana
secara konsisten dan akurat (accuracy and consistency).

2) Sumber Daya

Edward III mengemukakan faktor sumber daya ini mempunyai
peranan penting dalam meng-implementasikan kebijakan. Karena
bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan atau aturan-aturan serta
akuratnya komunikasi yang disampaikan, bila sumber daya tidak tersedia
untuk memperlancar implementasi kebijakan, maka suatu implementasi
kebijakan akan mengalami kegagalan.?

Sumber daya yang dimaksud antara lain mencakup, staff yang harus
mempunyai keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas,
perintah dan anjuran atasan/pimpinan. Selain itu harus ada ketetapan atau
kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan. Keahlian yang dimiliki
harus sesuai dengan tugas yang akan dikerjakan, dana untuk membiayai
implementasi tersebut, informasi yang relevan dan cukup tentang cara
mengimplementasikan suatu kébijakan serta kesanggupan dari berbagai
pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Kewenangan

dan fasilitas juga penting dalam implementasi kebijakan sehingga

| RPN § [NV . S SISV .o PR, IR [,
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3) Disposisi

Disposisi dalam implementasi kebijakan publik inj diartikan oleh

pelaksana (implementator) untuk melaksanakan kebijakan. Jika ingin
berhasil secara efeksif dan efisien, para pelaksana tidak hanya harus
mengetahui apa yang harys dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk
melakukan kebijakan itu, tetapi mercka harys mempunyai kemauan dag
keleluasaan  karepa kompleknya kebijakan Yang akan (i
implementasikan 2
4) Struktur Birokrasi
Ketidakefisienan  struktur birokrasi (deficiences in bureucratie
' sﬂucﬁr_‘e) menjadi faktor penting dan empengaruhi keberhasilan atay
kegaéﬂan implenientasi kebijakan Struktur organisasi inj mencakup
aspek-aspek seperti | struktur  organisasi, pembagian kewenangan,
hubungan an-tar;unit-unit organisasi didalam organisasi it sendiri dan
hubungan antara organisasi dengan organisasi luar,

Empat faktor atay variabel yang mempengaruhi implementas;i
kebijakan tadi, saling berinteraksi satu sama lain dan berpengaruh
laﬁgsung terhadap implementas; kebijakan, Sedang pengaruh tidak
langsung yaitu melaju; dampak satu sama Jain,

Berdasarkan definisi diatas maka implementasi berkenaan dengan
berbagai kegiatan yang diiarahkan pada realisas; program. Dalam hal inj

menurut Keban administrator mengatur cara mengorganisir; yaijtu

B 1bid, htm 11
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mengatur sumber daya, unit-unit, dan metode-metode untuk
melaksanakan program, melakukan interpretasi berkenaan dengan
menterjemahkan bahasa atau istilah-istilah program kedalam rencana-
rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat diterima dan feasible.
Menerapkan atau memberikan pelayanan rutin, melakukakan
pembayaran-pembayaran, guna merealisasi tujuan-tujuan program.?*

Penting untuk diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu
memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan
keberhasilan dan kegagalan, termasuk hambatan atay peluang yang ada
dan kemampuan organisasi yang diserahi tugas untuk melaksanakan
program.

- 3. Program Pengembangan Pegawai

Setiap organisasi memerlukan pegawai yéng memiliki- semangat kerja

tinggi agar berbagai tugas dan tanggungjawaﬁ 'yang dibebankan organisasi
kepada mereka dapat dilaksanakan dengan balk. Upaya yang dapat dllakukan

organisasi agar memperoleh pegawai yang demlklan itu adalah dengan

melakukan pembinaan yang sistematis dan terarah.

Pengembangan pegawai (personnel development) menurut Moenir

yaitu :

“Suatu usaha yang ditwjukan untuk memajukan pegawai baik dari segi
karir, pengetahuan maupun kemampuan. Robert L. Mathis mengartikan
pengembangan pegawai ialah kegiatan yang berkaitan dengan
peningkatan  kecakapan pegawai guna pertumbuhan yang
berkesinambungan di dalam organisasi”.?®

24 Keban, Yeremias T, 2004, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu,
Penerbit Gava Media, Yogyakarta hifn 72-73
5 Moenir, HAS, 1994, Pendekatan Manusiawi dan Organisasi Terhadap Pembinaan
Kepegawaian. Jakarta : Haji Masagung, him 160
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sumberdaya manusia merupakap suatu car yang efektif gupa menghadapj
beberapa tantangan Yang dihadapi oleh banyak organisasi besar 26
a. Aspek Pendidikan dan Latihap

% Martoyo, op.cit, him 68,
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Martoyo menjelaskan bahwa suatu pendidikan pada dasarnya adalah :

“Suatu proses pengembangan sumberdaya manusia. Tingkat
efektivitas tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh pembinaan,
pengaturan, pengurusan, pendayagunaan, dan pengembangan yang
dilakukan oleh manajemen tenaga kerja

Kegiatan pendidikan dalam organisasi dilakukan sebagai suatu usaha

untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, sikap, kecakapan,

dan ketrampilan pegawai, baik yang akan diberi tanggungjawab dalam

pekerjaan yang baru maupun yang telah memiliki tanggungjawab

sebelumnya. Moekijat menjelaskan berbagai jenis pendidikan dan [atihan

bagi pegawai yaitu :

a.

Pendidikan dan latihan awal, yaitu pendidikan dan latihan yang
bersifat pra jabatan (pre service ftraining) dengan tujuan
memberikan pengetahuan, kemampuan, penyesuaian sikap dan
kepribadian dengan tugas jabatan yang akan dipangkunya bagi
pegawai yang belum mempunyai status pegawai atau calon
pegawai.

Pendidikan dan latihan jabatan struktural, yaitu pendidikan dan
latihan yang menyangkut peningkatan pengetahuan, ketrampilan
dan kemampuan guna memenuhi persyaratan jabatan struktural
tertentu.

. Pendidikan dan latihan kedinasan, yaitu upaya pemberian bekal

atau peningkatan atau pemantapan pengetahuan dan ketrampilan
yang sesuai dengan profesinya.

Pendidikan dan latihan khusus, yaitu pendidikan dan latihan yang
menyangkut peningkatan pengetahuan, kemampuan, ketrampilan
dan keahlian khusus yang bermanfaat bagi pegawai.

Pendidikan dan latihan penataran, yaitu pendidikan dan latihan
guna meningkatkan pengetahuan, kemampuan, ketrampilan dan
keahlian pegawai sesuai dengan bidang tugasnya dalam
meningkatkan daya guna dan hasil guna pegawai.

Pendidikan dan latihan penjenjangan, yaitu pendidikan dan
latihan yang terdiri dari berbagai tingkatan, disesuaikan dengan
kualitas yang diperlukan untuk memelihara kontinuitas
pembmaan aparatur pemerintah dan diselenggarakan untuk

RS SN PR PR, | RN Y talimdbac wrrem e ovean Ann aton
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perpindahan jabatan yang setingkat serta persiapan bagi mereka
yang akan dipromosikan ke Jenjang golongan kepangkatan atau
jabatan yang setingkat lebih tinggi

Kegiatan pendidikan dan latihan yang dilakukan perusahaan menurut
Handoko mempunyai dua tujuan utama yaitu :

a. Pendidikan dan latihan dilakukan untuk menutup gap antara
kecakapan atau kemampuan karyawan dengan permintaan
jabatan.

b. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan
efektivitas kerja karyawan dalam mencapai sasaran-sasaran kerja
yang telah ditetapkan,

Tujuan penyelenggaraan pendidikan dan latihan menurut Moenir
yaitu :>°

a. Memelihara dan meningkatkan kecakapan dan kemampuan dalam
menjatankan tugas/pekerjaan, baik pekerjaan lama maupun baru,
_ baik dari segi peralatan maupun metode.
b. Menyalurkan keinginan pegawai untuk maju dari segi
" kemampuan, dan memberikan rasa kebanggaan kepada mereka.

Sementara As’ad mengungkapkan bahwa pendidikan dan pelatihan
pelatihan dimaksudkan untuk :

“Mempertinggi kerja karyawan dengan mengembangkan cara-cara

berpikir dan bertindak yang tepat serta pengetahuan tentang tugas

pekerjaan. Dengan perkataan lain bahwa pelatihan dapat menambah

ketrampilan kerja karyawan. Meningkatnya ketrampilan tersebut

berfungsi untuk :

a. Memperpendek jarak antara waktu penyelesaian tugas dengan
permulaan tugas yang dihadapi.

b. Merangsang dorongan bertindak.

¢. Mengisi masa luang

d. Memberi kepuasan lebih besar.>!

28 Moekijat. 1993. Manajemen Kepegawaian di Indonesia, Jakarta : Gunung Agung., him 58-62).

2% T. Hani Handoko, , dkk. 1995. Manafemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Y ogyakarta
: BPFE. Him 103).

* Moenir op.cit, 165)

1 Moh. As’ad. 2001. Psikologi Industri. Yogyakarta : Liberty, him 66
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Berdasarkan pada tujuan pendidikan dan latihan tersebut, dapat
diketahui bahwa program tersebut ternyata tidak saja diperlukan oleh
karyawan baru, tetapi juga duperlukan oleh karyawan yang sudah bekerja
lama yang ditujukan untuk peningkatan prestasi kerja mereka.

Pendidikan dan latihan yang dilakukan perusahaan terhadap
karyawannya dilakukan dengan mendasarkan pada kebutuhan, tujuan-tujuan
dan sasaran-sasaran program, isi dan prinsip-prinsip belajar. Bagaimanapun,
seseorang seharusnya tidak berhenti belajar setelah menamatkan sekolahnya
(pendidikan formal), karena belajar adalah suatu proses seumur hidup,
sehingga pendidikan dan latihan bersifat kontinyu dan dinamis.

b. Aspek Mutasi

Transfer (perpindahan) menurut Martoyo adalah. segala perubahan
jabatan seseorang dalam arti umum. Pemindahan tersebut pada umumnya
dimaksudkan untuk menempatkan pega\irai pada tempat yang setepatnya
dengan maksud agar pegawai yang bersangi(utan mcmperbleh suasana bamu
dan kepuasan kerja setinggi mungkin dan dapat menunjukkan prestasi yang
lebih tinggi lagi |

Transfer atau pémindahan pegawai menurut Wursanto dapat terjadi
karéna dua hal yaitu -

a. Keinginan pegawai sendiri

1). Pegawai yang bersangkutan merasa tidak sesuai dengan
bidang tugas atau jabatannya.

2). Pegawai yang bersangkutan merasa tidak dapat bekerja sama
dengan teman sekerjanya atau dengan atasannya.

3: Martoyo, op.cit, him 75).
b & [ » - o
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pekerjaan pegawaj tersebut,

2). Organisasi ingin meyakinkan pegawai bahwa ia tidak akap
diberhentikan karena kekurangmampuan atan
kekurangcakapan Pegawai yang bersangkutan.

3). Organisasi ingin menghindari rasa Jenuh pegawaj pada jenis
pekerjaan, jabatan maupun tempat kerja yang sama,

Ada beberapa alasap nengapa perpindahan pegawai menjadi salah
satu cara untuk mengembangkan pegawai terutama dari seg; kemampuan,
pengetahuan dan ketrampilan, sebagaimana dijelaskan ofeh Moenir, yaitu :

a. Pegawai yang tidak produkeif atay tidak dapat berkembang di
suatu lingkungan ketja, tidak berarti ia tidak produktif atau tidak
dapat berkembang di tempat lain, o

b. Pegawai scbagai manusia bjasa memiliki rasa bosan, terutama
untuk jenis pekerjaan yang tetap, monoton dan tidak ada variasi,

C. Seorang pegawai tidak mempunyai - kesungguhan atay
memperhatikan di tempat’ ketja sekarang, bukan karena bosan
tetapi memang kurang serasi dengan pribadinya,

d. Adanya perubahan komposisi tenaga ketja yang agak melyas
meliputi beberapa badan atay organisasi, schingga menimbulkan
kelebihan tenaga pada satu pihak dan kekurangan tenaga pada
pihak lain ' '

Kegiatan transfer Pegawai dalam organisasi dengan demikian
penting artinya baik bagi organisasi maupun bagl pegawai itu sendiri.
Transfer adalah suaty ha yang wajar dalam setiap organisasi, Segi positif
dari adanya transfer pegawai menurut Wursanto yaitu :

a. Transfer adalah usaha menempatkan pegawai pada pekerjaan dan
Jjabatan yang sesyai dengan kecakapan‘ dan kemampuannya,

* Moenir op.cit, him 176
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b. Transfer adalah usaha meningkatkan semangat dan gairah kerja

C.

pegawai:
Transfer adalah salah satu usaha menciptakan persaingan yang
sehat diantara para pegawai 3

Macam-macam transfer yaitu :

a.

Ditinjau dari aktivitas tempat pegawai bekerja

1). Transfer antar urusan
2). Transfer antar seksi
3). Transfer antar bagian
4). Transfer antar instansi

Ditinjau dari tujuan dan maksud mutasi

1). Production transfer, transfer dalam jabatan yang sama karena
produksi di tempat terdahulu menurun.

2). Replacement transfer, transfer dari jabatan yang satu ke
jabatan yang lain untuk menambah pengetahuan pegawai
yang bersangkutan.

3). Shift transfer, transfer dalam jabatan yang sama, tetapi
berbeda shift _ '

4). Remedial transfer, transfer pegawai ke bagian mana saja
dengan tujuan untuk memupuk atau untuk memperbaiki
kerjasama antar pegawai.

Ditinjau dari masa kerja pegawai
1). Temporary transfer, transfer yang bersifat sementara untuk
menggantikan pegawai yang berhalangan.

2). Permanent transfer, transfer yang bersifat tetap 36

Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka

pembinaan Pegawai Negeri Sipil dapat diadakan perpindahan jabatan, tugas,
dan/atau wilayah kerja (Pasat 22 UU No. 43 Tahun 1999). Transfer sebagai
suatu kegatan pemindahan pegawai dalam organisdsi sebagai suatu aktivitas

yang dilakukan manajemen memiliki arti yang penting bagi pegawai

| DI N . Je
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apabila tugas dan tanggungjawab yang dibebankan organisasi kepada
mereka sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki.
c. Aspek Promosi
Wursanto memberikan pengertian promosi sebagai kemajuan, maju
ke depan, pemberian status dan penghargaan yang lebih tinggi. Pengertian
promosi dapat pula dikatakan sebagai berikut.

a. Promosi adalah kemajuan seorang pegawai dalam mengerjakan
suatu tugas sehingga la diberi tugas yang lebih besar
tanggungjawabnya, peristise dan gaji pegawai tersebut juga lebih
tinggi.

b. Promosi adalah perubahan jabatan dari jabatan semula ke jabatan
yang lebih tinggi yang mengandung tanggungjawab dan
kekuasaan yang lebih besar.

¢. Promosi adalah suatu perubahan datam tangga kekuasaan, tingkat,
derajat dan pangkat. .

d. Promosi adalah kenaikan jabatan, disertai dengan kekuasaan dan

" tanggungjawab ' yanglebih besar daripada kekuasaan dan
tanggungjawab semula ¥’

Sastrohadiwiryo memberikan pengertian tentang promosi yaitu :
“Sebagai proses perubahan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain
dalam hierarki wewenang dan tanggungjawab yang Iebih tinggi
daripada wewenang dan tanggungjawab yang telah diberikan kepada
tenaga kerja pada waktu sebelumnya. Promosi sebagai langkah
pembinaan tenaga keg"ia mutlak dilakukan manajamen pada setiap
hierarki perusahaan”.
Pengertian promosi menurut Moenir adalah perubahan kedudukan
seorang pegawai dalam rangkaian susunan kepangkatan atau jabatan yang

lebih tinggi dari keadaan semula baik ditinjau dari segi tanggungjawab,

7 ibid, him 68-69
38 gastrohadiwityo (2002), Mandjenien Téndaga Kétja Indonesia : Pehdekatan Administratif dai
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syarat-syarat atau penghasilan. Promosi harus diprogramkan organisasi,

karena :>°

a.

Promosi adalah jenjang kenaikan pegawai yang dapat
menimbulkan kepuasan pribadi dan kebanggaan.

Promosi menimbulkan pengalaman dan pengetahuan baru bagi
pegawai dan itu akan merupakan daya dorong bagi pegawai lain.
Promosi dapat mengurangi angka permintaan berhenti pegawai
karena pegawai mempunyai harapan positif di tempat kerja itu.
Promosi membangkitkan semangat kerja pada pegawai dalam
organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang
mereka juga berkepentingan.

Adanya kesempatan promosi membangkitkan kemauan untuk
maju pada. pegawai itu sendiri dan juga menimbulkan
kesungguhan dalam mengikuti pendidikan dan latihan yang
diselenggarakan organisasi.

Kesempatan promosi dapat menimbulkan keuntungan berantai
dalam organisasi karena timbulnya lowongan berantai.

Dari pengertian tersebut di -atas, maka dapai ditarik kesimpulan

bahwa promosi adalah suatu kenaikan jab‘atan yang dialami oleh seorang

pegawai disertai dengan kekuasaan yang lebih tmgg1 dan tanggungjawab

yang lebih besar pula.

Suatu promosi bagi seorang pegawai dalam suatu organisasi haruslah

mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seobjektif mungkin.

Objektifitas suatu promosi seseorang akan dapat membawa suatu dampak

yang positif bagi tumbuhnya motivasi ataupun semangat kerja bagi anggota-

anggota lainnya dalam organisasi yang bersangkutan *°

Promosi sangat penting artinya dalam rangka pembinaan dan

Lt WET 4 et n? mmendlmarsenn sammsra et daeealund
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a. Promosi merupakan motivasi bagi pegawai untuk lebih maju dan
lebih mengembangkan bakat dan kariernya.

b. Promosi merupakan usaha meningkatkan semangat dan gairah
kerja pegawai.

c. Promosi merupakan usaha mengisi formasi jabatan dengan
mempergunakan sumber tenaga kerja dari dalam.

d. Bagi pegawai promosi lebih penting daripada kenaikan gaji,
meskipun pada umumnya promosi disertai pemberian gaji yang
lebih tinggi.

e. Promosi dapat menjamin keyakinan para pegawai, bahwa setiap
pegawai selalu diberi kesempatan untuk maju dan
mengembangkan karier.

f. Promosi merupakan salah satu usaha menciptakan persaingan
yang sehat diantara para pegawai 4

Dua dasar yang biasa dipakai untuk menentukan prorﬁosi menurut
Heidjrachman adalah kecakapan kerja dan senioritas. Pihak manajemen
biasanya menyenangi dasar _kecakapan kerja untuk dipakai sebagai dasar -
promosi. Mereka berpendapat bahwa kompetensi dasar adalah dasar untuk

kemajuan. Sebaliknya pihak pegawai menghendaki unsur senioritas lebih

ditekankan untuk penéntuan promosi, Pegawai berpendapat bahwa dengan - -

makin lama masa ketja, maka semakin berpengalaman sehingga diharapkan -
kecakapan kerja mereka scmal;in baik*.

Senada dengan pendapat Heidjrachman, Martoyo menjelaskan
bahwa terdapat 2 (dua) dasar yang secara umum digunakan untuk
mempromosikan seseorang, yaitu kecakapan kerja -dan senioritas.*”
Sementara Sastrohadiwiryo memberikan beberapa kriteria umum yang
perlu dipertimbangkan dalam rangka mempromosikan tenaga kerja.

Kriteria-kriteria yang dimaksud antara lain senioritas, kualifikasi

*! Wursanto, op.cit, him 69.
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pendidikan, prestasi kerja, karsa dan daya cipta, tingka't loyalitas, kejujuran
dan kemampuan menyesuaikan diri,**

Bentuk kompromi untuk dasar promosi adalah perpaduan dari
kecakapan kerja dan senioritas. Misalnya dua orang memiliki kecakapan
kerja yang sama, maka yang dipromosikan adalah yang lebih senior.
Sebaliknya apabila dua orang memiliki senioritas yang sama, maka yang
dipromosikan adalah yang memiliki kecapakan kerja lebih tinggi.

Pasal 15 Undang-undang No. 43 Tahun 1999 disebutkan tentang
jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut :

e. Jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang

diperlukan ditetapkan dalam formasi.
f. Formasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan untuk

jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja
yang harus dilaksanakan
Formasi adalah jumlah susunan pangkat pegaw.ai yang diperiukan
dalam suatu organisasi untuk dapat menjalankan tugasnya. Sebagai bahan
untuk menetapkan formasi, diperlukan lebih dahulu analisa kebutuhan
Pegawai Negeri Sipil dan untuk dapat melakukan analisa kebutuhan terlebih
dahulu periu analisa jenis, sifat dan beban kerja yang harus dilaksanakan
oleh suatu instansi. Formasi suatu instansi menurut Marsono, ditetapkan
untuk jangka waktu tertentu menurut kebutuhan dan disusun berdasarkan :
a. Jenis pekerjaan
b. Sifat pekerjaan _
c. Perkiraan beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang.Pegawai

Negeri Sipil dalam jangka waktu tertentu.
d: Prinsip pelaksanaan pekerjaan.

“Sastrohadlwuyo, Siswanto B. 2002. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia :@: Pendekatan
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e. Jenjang dan jumlah pangkat dan jabatan yang tersedia dalam
satuan organisasi yang bersangkutan

f. Peralatan yang tersedia.

g. Kemampuan keuangan negara +*

Beberapa istilah terkait dengan promosi bagi Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003
pada Pasal I, sebagai berikut :

a. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat sescorang
Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian
susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.

b. Golongan ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku tentang gaji Pegawai Negeri Sipil.

c. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak sescorang Pegawai
Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi
negara.

d. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri
Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian

dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi
Kebijakan manajemen Pegawai Negeri Sipil berada pada Presiden
selaku Kepala Pemerintahan. Sesuai dengan Pasal 25 Undang-undang Nomor 8
Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999,
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
dilakukan oleh Presiden. Untuk kelancaran pelaksanaan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian i’egawai Negeri Sipil, Presiden dapat
mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian

Pusat dan menyerahkan sebagian wewenangnya kepada Pejabat Pembina

Kepegawaian Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

AT .
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Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 2003.

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan
kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang
diperbantukan di lingkungannya untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan
ruang I’'b sampai dengan Penata Tingkat I golongan ruang IIl/d. Pejabat
Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota

(Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003).

. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Program Pengembangan Pegawai

a. Formast Jabatan

Suradji menjelaskan tentang formasi yaltu jumliah dan susunan
pangkat PNS yang diperlukan untuk mampu melakm tugas pokok
dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan -oleh pejabat yang berwenang.
Penetapan formasi PNS ditujukan untuk mengendalikan jumlah dan mutu
pegawai pada setiap organisasi negara agar memiliki pegawai yang cukup,
sesuai dengan beban kerja yang harus dilaksanakan %

Pasal 15 Undang-undang No. 43 Tahun 1999 disebutkan tentang
formasi sebagai berikut :

a, Jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang
diperlukan ditetapkan dalam formasi:

A6 [P o T T PP, S U TUE P DU P I W SR = % '



40

b. .Formasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan untuk
jangka waktu tertentu berdasarkan jenis; sifat, dan beban kerja
yang harus dilaksanakan

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab,
wewenang dan hak PNS dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam
lingkungan birokrasi pemerintah disebut dengan jabatan karier. Pengertian

Jabatan dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu :

a. Jabatan struktural, yaitu suatu kedudukan yang menunjukkan
tugas; tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam
rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. .

b. Jabatan fungsional, yaitu menunjukkan tugas, tanggungjawab,
wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi
yang di dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian
dan atau ketrampilannya tertentu serta sifat mandiri (Suradji, 2003
: 44'47). ’ N

Untuk menjamin | penyelenggaraan tugas pemerintahan dan -‘
pembangunan secara b;ardaya guna dan berhasil guna, &ilakukan peml')inaan .
pegawai yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier, -
Sistem pembinaan karir bagi PNS menurut Surﬁdji digolongkan dalam 2
(dua) kategori, yaitu pembinaan karir terbuka dan pembinaan karir tertutup,
yang dijelaskan sebagai berikut.

a. Sistem Karir Terbuka
Suatu sistem kepegawaian, dimana untuk. menduduki suatu
jabatan yang lowong dalam suatu organisasi, berlaku untuk setiap
warga negara yang memiliki kecakapan, keahlian, dan
pengalaman yang diperlukan untuk jabatan itu.

b. Sistem Karier Tertutup
Suatu sistem kepegawaian, dimana suatu jabatan yang lowong
dalam suatu organisasi hanya dapat diduduki oleh pegawai yang

nridn Aalanme mawmnatena? 4. 422 10 L _1_1. %31 1 9 e
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b. Kebutuhan QOrganisasi

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu
oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf
yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam
lembaga sekretariat; unsur pendukung tugas kepala daerah dalam
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dacrah yang bersifat spesifik,
diwadahi dalam lembaga teknis daerah; serta unsur pelaksana urusan daerah
yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah (Penjelasan Umum UU No. 32
Tahun 2004).

Suradji menyatakan, bahwa formasi masing-masing satuan
organisasi negara disusun melalui analisis kebutuhan yang dilakukan
berdasarkan :

a. Jenis pekerjaan, yaitu macam-macam pekerjaan dalam satuan unit
organisast:

b. Sifat pekerjaan, yaitu spesifikasi pekerjaan berdasarkan jenis,
waktu, ketrampilan dan sebagainya.

¢: Perkiraan beban kerja, yaitu freuensi rata-rata dari masing-masing
jenis pekerjaan dalam jangka waktu tertentu.

d. Perkiraan kapasitas pegawai, yaitu kemampuan rata-rata pegawai
untuk menyelesaikan suatu jenis pekerjaan dalam waktu tertentu:

e. Jenjang dan jumlah jabatan serta pangkat, yaitu penentuan
jenjang, jumlah jabatan dan pangkat dalam suatu organisasi.

f. Peralatan yang tersedia, yaitu ketersediaan teknologi yang
digunakan untuk melaksanakan pekerjaan.

g. Analisis kebutuhan pegawai, yaitu mengetahui jumlah dan
kualifikasi pegawai yang dibutuhkan oleh suatu organisasi:

h. Anggaran belanja negara, yaitu ketersediaan anggaran.

i. Uraian jabatan, yaitu informasi tentang nama jabatan, kode
jabatan, unit organisasi, uraian tugas, bahan kerja, wewenang dan
tanggungjawab serta informasi lainnya.

T™wes~ b g [P ¥ - mrnsran Adnen ladrad takadan halls
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Perpindahan PNS antar jabatan fungsional atau jabatan fungsional dengan
jabatan struktural dimungkinkan sepanjang memenuhi persyaratan yang
ditetapkan untuk masing-masing jabatan ¥

Setiap upaya analisis jabatan pada akhirnya berkaitan dengan

persyaratan kualitas sumberdaya manusia yang dibutuhkan untuk mengisi
jabatan atau pekerjaan yang dianalisis. Penentuan kualitas atau jumlah
masing-masing jenis tenaga kerja yang diperlukan, menurut Martoyo perlu
ditempuh 2 (dua) langkah, yaity ;*°

a. Peramalan kebutuhan. Melakukan proyeksi terhadap kebutuhan
organisasi untuk suatu periode tertentu.

b. Analisis kebutuhan tenaga kerja. Melakukan analisis terhadap
kemampuan pegawai yang sekarang untuk memenuhi kebutuhan
jumlah pegawai. —

Mencermati pendapat Martoyo, maka kegiatan pengembangan

- Pegawai di-lingkungan PNS tidak dapat dilepaskan dari adariya kebutuhan

organisasi.

¢. Struktur Organisasi
Secara konseptual, model organisasi yang ideal sebagaimana
dirumuskan oleh Max Weber yaitu birokrasi, memiliki karakterlstlk yang
sekaligus menjadi nilai-nilai perilaku bagi anggota organisasi. Beberapa
organisasi yang ideal atau birokrasi menurut Weber yang penting yaitu :

a. Spesialisasi atau pembagian pekerjaan.
b. Tingkatan berjenjang.

n Danadacnalcne o . 4_
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d. Hubungan yang bersifat impersonal.
e. Pengangkatan dan promosi pegawai berdasarkan kom;_::etensi51

Pandangan Max Weber mengenai model organisasi ideal, mendudukkan
setiap anggota organisasi dalam hirarki struktural, setiap pekerjaan
diselesaikan berdasarkan prosedur dan aturan kerja yang berlaku, setiap
orang terkait dengan ketat terhadap aturan organisasi dan hubungan diantara
setiap anggota maupun kelompok dan dengan pihak luar terbatas hanya pada
urusan-urusan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab masing-
masing anggota %

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu
organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, tetapi.
tidak berarti bahwa setiép penanganan urusan pemerintahan harus dibeﬁ_tuk
ke dalam organisasi tersendiri. Besaran organisasi perangkat dacrah
sekurang-kun:angnya mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan,
kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus
diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi
geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian
dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas.
Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-
masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam (Penjelasan Umum UU
No. 32 Tahun 2004). o o

Kegiatan pengembangan pegawai di dacrah akan terkait dengan
jumlah formasi, kebutuhan dan perubahan SOT. Pengembangan pegawai

melalui diklat, promosi dan mutasi dilakukan secara terintegrasi. Kegiatan

£1
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diklat akan meningkatkan kompetensi pegawai dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya. Pengembangan Kkarir pegawai negeri sipil daerah
mempertimbangkan integritas dan moralitas, pendidikan dan pelatihan,
pangkat, mutasi jabatan, mutasi antar daerah, dan kompetensi.

Menurut Siagian, pelaksanaan program pengembangan pegawai
dapat dikatakan berhasil apabila dalam diri peserta terjadi proses
transformasi. Proses transformasi tersebut dapat dinyatakan berlangsung
dengan baik apabila terjadi paling sedikit dua hal, yaitu :

a.  Peningkatan kemampuan dalam melaksanakan tugas.
b.  Perubahan perilaku yang tercermin pada sikap, disiplin dan etos
kerja > .

Penempatan pegawai untuk mengisi jabatan dengan kualifikasi
umum menjadi kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan sestiai.
dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan untuk pengisian jabat'an‘
tertentu yang memerlukan kualifikasi khusus seperti tenaga ahli di bi&ahg
tertentu, pengalaman kerja tertentu di Kabupaten atau Kota, maka perﬁbina
kepegawaian tingkat Provinsi dan atau Pemerintah dapat membeﬁkm
fasilitasi. Hal ini dalam rangka melakukan pemerataan tenaga-tenaga
pegawai tertentu dan penempatan pegawai yang. tepat serta s;esuai dengan
kualifikasi jabatan yang diperlukan di seluruh daérah (Penjelasan Umum
UU Nomor 32 Tahun 2004). ;

D. Definisi Konsepsional
1. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
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prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia

2. Implementasi Kebijakan, adalah proses pelaksanaan atau penerapan isi atau
substansi keputusan melalni serangkaian aktivitas dalam rangka
merealisasikan tujuan-tujuan yang tertuang datam keputusan itu.

3. Program Pengembangan Pegawai, adalah kegiatan yang berkaitan dengan
peningkatan kecakapan pegawai guna pertumbuhan yang berkesinambungan
di dalam organisasi

4. Pendidikan dan pelatihan adalah upaya untuk mengembangkan sumber daya
manusia, terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan
kepribadian manusia

5. Pegawai Negeri Sipil adalah adalah mereka yang telah memenuhi syarat-
syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku,
diangkat- oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas suatu jabatan
negeri atau tugas negara lainnya yang ditctapkan berdasarkan peraturan
perundangan yang berlaku.

6. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, adalah faktor
yang menentukan keberhasilan sebuah kebijakan diimplementasikan
meliputi sumber daya manusia yaitu komunikasi, SDM, disposisi dan

struktur birokrasi.

E. Definisi Operasional

Merupakan unsur penting dalam penelitian yang memberikan
informasi tentang bagaimana cara mengukur suatu variabel atau semacam

matininl- nalaleanaan hamaimana onatn variahal danat dinloae
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Adapun definisi operasional dari penyusunan skripsi mengenai analisis
Program Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian D'aerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2006 adalah :

a. Aspek Pendidikan dan Latihan yang meliputi :
1).Pendidikan dan latihan teknis :
2).Pendidikan dan latihan fungsional :
3).Tugas belajar :

b. Aspek Mutasi pegawai yang meliputi :

1). Mutasi pegawai antar Unit Kerja :

2). Mutasi pegawai antar Cabang Dinas :

3). Mutasi'pegawai antar Instansi

c. Aspek Promosi pegawai yang meliputi :

1). Promosi jabatan strukturat :

2). Promlosi jabatan fungsional :

d.- Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan pegawai

1) Faktor Komunikasi

2) Faktor Sumber Daya Manusia
3) Faktor Birokrasi

F, Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang sistematis
mempunyai tujuan tertentu dengan menggunakan metodologi yang tepat

dimana data yang dikumpulkan hdrus mempunyai relevansi dengan masalah

P . .7 L
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tergantung pada bagaimana teknik-teknik pengumpulan data untuk

memperoleh data yang relevan dan akurat.

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian
diskriptif menurut Moh. Natzir
“Metode diskriptif dapat diartikan sebagai suatu metode dalam
meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, situsi kondisi, suatu
sistem pemlklran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarangs“.
Jadi penelitian diskriptif ini adalah untuk membuat gambaran atau
lukisan secara sistematis, fakultatif dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-
s:fat serta” hubungan antar fenomena yang diselidiki, Dlsampmg itn ada
51fat-s1fat tertentu yang dlsampmg sebagai ciri metode des!mpt:f yaitu:
a. Memusatkan diri pada pémecahan masalah-masalah yang ada pada
| masa sekar:;ng yaitu pada masa-masa_aktual.
b. Data yang dikumpulkan ﬁlula-mula disﬁsun, dijelaskan dan kemudian

dianalisa (karena itu sering discbut metode analitik)*.

3. Unit Analisis Penelitian
Guna mengetahui analisis pelaksanaan program pengembangan
pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2006
melibatkan beberapa instansi pemerintah. Dalam penelitian ini peneliti

membutuhkan sumber informasi yang dianggap faham dan dapat

3 Moh Natsir Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesta, 1998), hal 63.

8 . P R q - -
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dipercaya yang didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Metode ini
dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan informasi yang
mendukung dalam memperoleh data secara mendalam. Adapun yang
dijadikan unit analisis dalam penelitian ini adalah Kepala Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Grobogan, para Kepala Bidang, Kepala

Sub Bidang di lingkungan BKD.

4. Jenis Data
Di dalam penelitian ini data yang dibutuhkan adalah data primer

data sekunder.

a. Data Perimer
Menurut Winarno Surachmad _
“Data primer adalah data lengkap dan segera diperoleh dari sumbe:r data
penyelidik™®,

b. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang dipilih dan dikumpulkan oleh orang
luar dari penyelidikan atau bisa juga dari hasil dokumen studi pustaka
seperti buku-buku ilmiah, artikel, jummal, undang-undang dan lain-lain

yang dianggap relevan dengan masalah yang diselidiki.

S TP e i O ol X s Tes L1 14



48

dipercaya yang didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Metode ini
dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan informasi yang
mendukung dalam memperoleh data secara mendalam. Adapun yang
dijadikan unit analisis dalam penelitian ini adalah Kepala Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Grobogan, para Kepala Bidang, Kepala

Sub Bidang di lingkungan BKD.

3. Jenis Data
Di dalam penelitian ini data yang dibutuhkan adalah data primer

data sekunder.

a. Data Perimer
Menurut Winarno Surachmad
“Data primer adalah data lengkap dan segera diperoleh dari sumber data
penyelidik™®.

b. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang dipilih dan dikumpulkan oleh orang
luar dari penyelidikan atau bisa juga dari hasil dokumen studi pustaka
seperti buku-buku ilmiah, artikel, jurnal, undang-undang dan lain-lain

yang dianggap relevan dengan masalah yang diselidiki.
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4. Teknik Pengumpulan Data

a.

Wawancara (interview)
Wawancara adalah teknik pengambilan data dengan cara mengadakan
tanya jawab secara langsung untuk mendapatkan informasi yang lebih
jelas. Teknik ini digunakan sebagai pelengkap dalam memperoleh
data.
Dengan responden :
1) Kepala BKD Kabupaten .Grobogan
2) Para Kepala Bidang BKD Kabupaten Grobogan
3) Kepala Sub Bidang BKD Kabupaten Grobogan
Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui

| peninggalan tertulis, seperti Peraturan Daerah, Surat Keputusan Bupati;

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah , arsip-arsip, buku-buku
ilmiah, jurnal atau dokumen lain yang diperoleh yang berhubungan

dengan yang akan diamati.

5. Teknik Analisa Data

Menurut Winarno Surachmad;-penelitian yang bersifat kualitatif

adalah menuturkan dan menafsirkan data yang ada.’’ Dalam penelitian ini

menggunakan metode kualitatif untuk menganalisa data yang diperoleh

brmbnemt didnlr nasmann! andn mnmnlnena fans MNiatn xmae Aimaalb-am adninh Antn_
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data yang telah tersedia, data tersebut berupa dokumentasi atau hasil
wawancara.

Analisa dengan metode kualitatif ini digunakan karena
menyesuaikan metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini yang
cenderung mengumpulkan data yang banyak dan juga karena metode ini

menggunakan analisis yang mengajukan secara langsung hakekat dari

r\nl‘moenlnhan Trans Aiannl-at Atoacnnil-an Aarman tanms bonel - T .



